
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 56 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

Menimbang :  a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah 
KabupatenTulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dipandang perlu 
untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang 
Bawang Barat; 

 b. bahwa   berdasarkan   pertimbangan  sebagaimana 
dimaksudpada huruf a tersebutdiatas, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3039); 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3143); 

 
 
 

 



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3668) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5332); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
 

 

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4934); 
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4967); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3367); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelengaran Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 103) 

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615) 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN    BUPATI   TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG 
BARAT. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
3. Bupati adalah Bupati  Tulang Bawang Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang 
Barat. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat. 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat 



10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

12. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan 
selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal 2 
 

Dinas merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 
 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

 
Pasal 3 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : 
a. kepala dinas. 
b. sekretariat, membawahi : 

1. sub bagian program dan anggaran. 
2. sub bagian  umum dan keuangan; 

c. bidang kualitas hidup perempuan kualitas keluarga data dan 
informasi, membawahi : 
1. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender pemberdayaan 

perempuan bidang ekonomi dan kualitas keluarga; 
2. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dar pemberdayaan 

perempuan bidang sosial politik dan hukum. 
d. bidang pemenuhan hak anak, membawahi : 

1. seksi linkungan keluarga dan  pengasuhan alternatif  dan 

pendidikan, ,pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; 

2. seksi hak sipil,informasi dan partisipasi. 

e. bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, 
membawahi : 

1. seksi perlindungan perempuan, data kekerasan perempuan dan 
anak; 

2. seksi perlindungan khusus anak. 

f. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD). 
g. jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. 

 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan in 



BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

 
Bagian Kesatu 

Tugas 
 

Pasal 4 

 
Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu Bupati 

Tulang Bawang Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. 
 

Bagian Kedua 
Fungsi 

 

Pasal 5 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan 
ini, Dinas mempunyai fungsi : 

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kualitas Hidup 
Perempuan,Kualitas Keluarga ,Data dan Inforamasi; Bidang Pemenuhan 
Hak Anak;Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus 

Anak. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Kualitas Hidup Perempuan,Kualitas Keluarga ,Data dan Inforamasi; Bidang 
Pemenuhan Hak Anak;Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan 
Perlindungan Khusus Anak. 

c. Pembinaan,fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kualitas Hidup 
Perempuan,Kualitas Keluarga ,Data dan Inforamasi; Bidang Pemenuhan 
Hak Anak;Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus 

Anak. 
d. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan bidang Kualitas Hidup 

Perempuan,Kualitas Keluarga ,Data dan Inforamasi; Bidang Pemenuhan 
Hak Anak;Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus 
Anak. 

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Kualitas Hidup 
Perempuan,Kualitas Keluarga ,Data dan Inforamasi; Bidang Pemenuhan 
Hak Anak;Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus 

Anak. 
f. Pelaksanaan kesekretariatan badan,sebagai pendukung tugas teknis di 

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

h. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Tulang Bawang Barat; dan  
i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

 

 

 



BAB  IV 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

 

Pasal 6 

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian dukungan administrasi 
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
 

Pasal 7 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan 
ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. penetapan rencana, program, dan anggaran di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 
b. pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran 
di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

d. penetapan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan 
perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang 
Bawang Barat;  

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan  
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang Barat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 

Bagian Kedua 
Sekretariat  

 

Pasal 8 
 

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
 

Pasal 9 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi 
di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Pasal 10 

 
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, 

Sekretaris mempunyai fungsi : 
a. koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat; 



b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang 

Bawang Barat; 
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat;  

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum; 

f. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah; 

g. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian 
dan pelayanan informasi publik; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang Barat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 11 

 
(1) Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Program dan Anggaran menyiapkan bahan penyusunan 
rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta 

proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi 
kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan 

(3) Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran, adalah sebagai berikut:  
a. mengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan 

umum dan program. 
b. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas. 

c. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan 
program. 

d. menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan 
umum dan program pengelolaan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

e. membuat rencana dan program kerja umum. 
f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan 

kegiatan. 
g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan. 
h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut 

ketentuan yang berlaku. 
i. melaksanakan penatausahaan tugas sub. bagian program. 
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub. bagian 

program. 
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategi; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 12 
 

(1)  Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 



(2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas urusan 
ketatausahaan,ketatalaksanaan,kepegawaian,organisasi,Humas,Protokol 

serta rumah tangga dinas serta menyelenggarakan administrasi 
keuangan,menyelenggarakan pembukuan,laporan keuangan dan 

memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan 
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. 

(3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, adalah sebagai beriukut : 
a. mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan. 
b. melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan 

dinas 
c. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas . 

d. mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, 
pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan. 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan 

pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas serta penggunaan 
gedung kantor. 

f. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan 
kantor dan lingkungan. 

g. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris 

dan perlengkapan kantor. 
h. membuat rancangan dan program kerja sub. bagian umum dan 

kepegawaian. 

i. melaksanakan tugas keprotokolan dinas . 
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah 

ditetapkan. 
k. menyiapkan bahan pembuatan skp pns setiap pegawai. 
l. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dinas. 

m. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas. 
n. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai,. 
o. mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran 

pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dinas. 
p. mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan pegawai. 
q. melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai. 
r. mengkoordinir kehadiran pegawai. 

s. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Pangkat Kepegawaian 
(DUK). 

t. mempertanggungjawabkan kegiatan Sub.Bagian yang telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 

u. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 
v. mempelajari dan menelaah peraturan keuangan. 
w. menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung. 

x. memproses dokumen pelaksanaan anggaran. 
y. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan. 

z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan 
kegiatan. 

aa. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan 

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
bb. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
cc. melaksanakan penatausahaan keuangan. 



dd. menyusun laporan bulanan,triwulan, dan tahunan keuangan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawab pelaksanaan 

tugas 
ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

 
Bagian Ketiga 

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Data dan Informasi 

 
Pasal 13 

 

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga adalah unsur pembantu 
Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
 

Pasal 14 

Bidang Kualitas Hidup Perempuan,Kualitas Keluarga,Data dan Informasi 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan serta 

sinkronisasi kebijakan di subbidang/seksi Pelembagaan Pangarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi,Subbidang/seksi 

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang 

Sosial Politik dan Hukum,Subbidang/Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga,Data dan 

Informasi.. 

Pasal 15 
 

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan ini, Bidang 
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,sosial,politik hukum 
dan kualitas keluarga; 

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga;  
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga;  

g.  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;  



h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga;  
i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;  

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;  

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga;  

n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;  

o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan;  

p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan 
hak anak; dan  

q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

 
Pasal 16 

 

(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksiyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Kualitas Hidup Perempuan ,Kualitas Hidup Keluarga, Data dan 
Informasi. 

(2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis Pelembagaan Pengarusutamaan 
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi. 

(3) Rincian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga, adalah 
sebagai beikut : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  



d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang ekonomi;  
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi;  

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi; 

h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;  

i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi; 

j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; 

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi; 

l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi; 

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi;  

n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;  
o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di 

bidang ekonomi; dan  

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi; 
q. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  

r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

kualitas keluarga;  
s. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  

t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang kualitas keluarga;  

u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

kualitas keluarga;  
v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga;  
w. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang kualitas keluarga;  



x. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;  

y. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

kualitas keluarga;  
z. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas 

keluarga;  
aa. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga;  
bb. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga;  

q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang kualitas keluarga 

 
Pasal 17 

 

(1)  Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksiyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kualitas Hidup Perempuan ,Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi. 

(2)  Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan SeksiPemberdayaan 
Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum. 

(3)  Rincian tugas pokok Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum,  adalah 
sebagai berikut : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 
hukum;  

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
sosial, politik dan hukum; 

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 
hukum;  

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang sosial, politik dan hukum;  
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

sosial, politik dan hukum;  
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  



g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang sosial, politik dan hukum;  
h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 
hukum;  

i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
sosial, politik dan hukum;  

j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, 
politik dan hukum; 

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang sosial, politik dan hukum;  

l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

sosial, politik dan hukum;  
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;  
n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;  
o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di 

bidang sosial,politik dan hukum; dan 
p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang sosial, politik dan hukum. 

 

Bagian Keempat 
Bidang Pemenuhan Hak Anak 

 

Pasal 18 
 

Bidang Pemenuhan Hak Anak adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 
Pasal 19 

 
Bidang Pemenuhan Hak Anak  mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan serta sinkronisasi kebijakan di bidang 

Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif serta  
pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada 
anak,pemberian Hak Sipil,informasi dan partisipasi kepada anak,kesehatan 

dasar dan kesejahteraan terhadap anak. 
 

Pasal 20 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan ini, 

Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya;  



b.  penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya;  

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya;  
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 

hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 

kegiatan budaya;  
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
h.  penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;  
i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak;  
j.  penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;  

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak;  
l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak;  
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pemenuhan hak anak;  

n. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 

nonpemerintah, dan dunia usaha;  
o.  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningatan kualitas hidup anak; dan  

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pemenuhan hak anak. 

 

 

 

 



Pasal 21 
 

(1) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan 
Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang Kegiatan Budaya Kesehatan Dasar 

dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak 
Anak. 

(2) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan 
Pendidikan,Pemanfaatan waktu Luang Kegiatan Budaya Kesehatan Dasar 
dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak. 

(3) Rincian tugas Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan 

Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang Kegiatan Budaya Kesehatan Dasar 
dan Kesejahteraa, adalah sebagai berikut : 
a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya; 

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya;  

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 

serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. 
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 

hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan 

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 
serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  

h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  

i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 

dan kegiatan budaya; 
j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan 

alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya;  

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 

waktu luang dan kegiatan budaya;  
 

 



l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya; 

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
n. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan 

alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya;  

o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan  

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya; 

q. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

s. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di 
bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 

hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan 

kesejahteraan; 
w. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
x. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 

kesejahteraan;  
y. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

z. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar 
dan kesejahteraan; 

aa. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

bb. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

cc. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  



dd. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan 

dasar dan kesejahteraan; 
ee. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan; dan 

q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan 

 

Pasal 22 
 

(1)  Seksi Pemenuhan Hak Sipil,Informasi dan Partisipasi dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. 

(2)  Seksi Pemenuhan Hak Sipil,Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

Pemenuhan Hak Sipil Anak, Pemberian Informasi kepada Anak dan 
Partisipasi anak. 

(3)  Rincian tugas Seksi Pemenuhan Hak Sipil,Informasi dan Partisipasi adalah 

sebagai berikut : 
b. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak 

sipil, informasi dan partisipasi;  

c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  

d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di 
bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 

hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 

partisipasi;  
h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  

i. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 

partisipasi;  
j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 

sipil, informasi dan partisipasi;  
k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi 

dan partisipasi;  
l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  

m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi;  



n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
o. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi;  

p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; dan 

q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil,informasi dan partisipasiya. 

 

Bagian Kelima 
Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak 

Pasal 23 
 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

 
Pasal 24 

 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan serta 

sinkronisasi kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan 

Perlindungan Khusus Anak. 

Pasal 25 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan ini, 
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 

mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 

dari tindak pidana perdagangan orang; 
c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, 

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, 
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 

dari tindak pidana perdagangan orang;  

 



e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  

f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 

dari tindak pidana perdagangan orang;  
g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang;  
l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang;  
m.  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang;  
n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
q. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  



r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak;  

s. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 
anak. 

t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak.  

u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak;  
v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  

w. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan perlindungan khusus;  

x. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak;  

y. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
z. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  

aa. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan 
dan anak;  

bb. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  

cc. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

dd. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan  

ee. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Pasal 26 
 

(1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan 
Perlindungan Khusus Anak. 

(2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak 
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan 

(3) Rincian tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan 
Perempuan dan Anak, adalah sebagai berikut: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
 

 



b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, 

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, 
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan  

h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang;  

k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang;  

l. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 

m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 

 

 



n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan  

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

p. penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 

anak; 
q. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak; 

r. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

s. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  

t. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak;  

u. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan  
v. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Pasal 27 

 
(1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub  

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak. 

(2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus 

Anak. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak, sebagai berikut : 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 

anak; 
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak;  
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak;  

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  

g. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan  



h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak. 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

 
Pasal 29 

 

(1) Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu.  
 

(2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.  

 

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas:  

a.  unit pelaksana teknis dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja 
yang besar; dan  

b.  unit pelaksana teknis dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja 
yang kecil. 

 

(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan 

secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
 

Pasal 30 

 
(1) Unit pelaksana teknis pada dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian 

tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.  
 

(2) Unit pelaksana teknis pada dinas kelas B terdiri atas pelaksana dan 
kelompok jabatan fungsional. 

 

Bagian Ketujuh 
Jabatan Pelaksana dan Fungsional 

 
Pasal 31 

 

(1) Dalam Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.  

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan 
beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah.  

   
Pasal 32 

 

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat 
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit 

organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh 
kelompok jabatan fungsional. 

(2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan 

penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    



BAB V 

TATA KERJA 

 
Pasal 33 

 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, 
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Jabatan Pelaksana dan Jabatan 

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik di dalam lingkup internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

 
Pasal 34 

 
Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas/bagian/bidang/seksi wajib 
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 35 

 

Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas/bagian/bidang/seksi 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 
 

Pasal 36 
 

Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas/bagian/bidang/seksi wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat  pada waktunya. 

 

Pasal 37 
 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada 
dinas/bagian/bidang/seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahannya. 
 

Pasal 38 
 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 

Pasal 39 
 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh 
satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

 
 

 
 



Pasal 40 
 

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan, Kepala Sekretariat 
melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
 

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas Kepala Dinas 
berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh 
Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

(3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing 
pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan 

kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  

DALAM JABATAN STRUKTURAL 
 

Pasal 41 

 
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

(2) Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural 
eselon II dilakukan oleh Bupati. 

 

(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan 

Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati. 
 

(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 42 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian 

sepanjang mengenai pelaksanaannya. 
 

Pasal 43 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang 
Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah dan Kecamatan dan 
Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

 
 
 

 
 



Pasal 44 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 
 

Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal, 24 Oktober 2016 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  
 
 

dto. 
 

UMAR AHMAD 
 

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal, 25 Oktober 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
 
    dto. 

 
 

HERWAN SAHRI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 

NOMOR 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum,  
 

 
 

 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN : 

PERATURANBUPATI TULANG BAWANG BARAT 
NOMOR     TAHUN 2016 

TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG 
BARAT 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIS 

 
Subbag Program dan 

Anggaran 
 

 
 Subbag Umum 

dan 
Keuangan  

 
Bidang  

Kualitas Hidup 
Perempuan,Kualit
as Keluarga,Data 

Informasi 

 

UPTD 

 

Seksi PUG dan 
Pemberdayaan 
Perempuan Bid  
Ekonomi dan 

Kualitas Keluarga 

 

 
 

 

Seksi PUG dan 

Pemberdayaan 
Perempuan BID 

SosPol dan 

Hukum 

 

 
Bidang 
Kabid  

Pemenuhan Hak 

Anak 

Seksi 
Lingk.Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif 

Dan Pendidikan, 

,Pemanfaatan Waktu 

Luang Kegiatan 
Budaya dan 

Kesehatan Dasar dan 

Kesejahteraan 

 
Seksi 

Sipil,Informasi 

dan Partisipasi 

 

Bidang  
Perlindungan Hak 
Perempuan dan 

Perlindunga Khusus 
Anak 

 

 
Seksi 

Perlindungan 

Perempuan dan 
Data Kekerasan 
Perempuan dan 

Anak 
 

 

 
 

Seksi 
Perlindungan 

Khusus Anak 

 
 
 
  

BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 

 
 
 

 

UMAR AHMAD 

 

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional 
 


